eJournal Administrasi Publik, Volume 3, Nomor 5, 2015 : 1476-1488
Pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Sandaran (Muliani)


eJournal Administrasi Publik,  2015, 3  (5) 1476 - 1488
ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2015

PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI DESA 

SANDARAN KECAMATAN SANDARAN 

KABUPATEN KUTAI TIMUR
Muliani
 

ABSTRAK
Muliani, Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, di bawah bimbingan Bapak Dr. Anthonius Margono, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr.H. Burhanudin, M.Si selaku Pembimbing II.

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan fenomena dan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah: 1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sanadaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur:a.Pelaksanaan semenisasi jalan beton; b.Pelaksanaan pembangunan posyandu; c.pelaksanaan pembangunan dermaga; d.Pelaksanaan pembangunan air bersih; 2. faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu; 1)  Penelitian keperpustakaan (library research); 2) penelitian lapangan (field work rearch
Kesimpulan dari peneltian ini ialah pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri di Desa Sandaran telah terlaksana dengan baik dalam bidang lingkungan yaitu pembangunan semenisasi jalan beton, pembangunan dermaga, pembangunan posyandu, dan pembangunan air bersih. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri di Desa Sandaran ialah peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan program serta dukungan aparat pemerintah desa sandaran. Sedangkan faktor penghambat keterlambatan dan kurangnya anggaran dana yang diberikan dari pusat.
Kata kunci : Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
PENDAHULUAN

Latar Belakang 
Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan. Dimana pembangunan merupakan suatu perubahan yang diharapkan berlangsung dalam berbagai dimensi kehidupan dan dalam berbagai lapisan kehidupan masyarakat yang berada dalam suatu wilayah penyelenggaraan pemerintah. Pada saat kita melihatnya bahwa penyelengaraan itu terjadi dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perubahan yang diisyaratkan oleh pembangunan adalah perubahan yang berlangsung secara nasional. 

Untuk mencapai tujuan nasional, pembangunan nasional harus di laksanakan di segala sektor kehidupan bangsa. Sektor-sektor  pembangunan tersebut antara lain sektor politik, sektor ekonomi,  sektor budaya, sektor hukum, sektor ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta sektor keamanan. Guna mencapai itu semua di perlukan peran  negara dalam membangun dan melaksanankan  kebijakan publik di bidang kesejahteraan (public welfare). Pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung persiai dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha pada  umumnya juga belum optimal. Relawan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga luntur. 

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan pencipta lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasionl Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2007, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesehjateraan Rakyat  selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan NO:25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)  Mandiri.
PNPM Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Selain itu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri juga merupakan upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan.
Desa Sandaran merupakan suatu desa yang sangat kurang dalam suatu pembangunan yang dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa tersebut. Melihat kondisi Desa Sandaran yang mana dalam pembangunannya sangat kurang maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengadakan Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sandaran. Mulai dilaksanakannya program tersebut pada tahun 2012 yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan serta mensejahterakan masyarakat di Desa Sandaran melalui program pembangunan fasilitas Desa tersebut. Adapun program PNPM Mandiri yang telah dilaksanakan di desa sandaran di bidang lingkungan meliputi pembangunan semenisasi jalan beton, pembangunan posyandu, pembangunan dermaga, dan pembangunan air bersih.
Namun dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur berdasarkan observasi yang penulis lakukan secara langsung di Desa tersebut, diperoleh suatu gambaran bahwa walaupun PNPM Mandiri sudah dilaksanakan di Desa tersebut, namun masih ditemukan kendala dalam hal mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah tulisan berbentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)   Mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur ?

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur? 
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan fenomena dan fakta yang terjadi dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur.
KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan Publik
Menurut Robert Eyestone (dalam Winarno, 2012:20) mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Tujuan Kebijakan Publik
Menurut Riant Nugroho (2006:36-38) tujuan kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau resources, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan untuk mendistribusi sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara.
Aktor-aktor Perumusan Kebijakan Publik
Menurut Anderson (dalam Winarno, 2006:125-131) aktor-aktor dalam proses pembentukan kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni aktor-aktor resmi dan aktor-aktor tidak resmi. Yang termasuk aktor resmi adalah agen-agen pemerintah(birokrasi), Presiden (eksekutif), legislatif, dan yudikatif. Yang termasuk aktor tidak resmi adalah kelompok-kelompok berkepentingan, partai-partai politik, dan warga negara individu.
Pelaksanaan Kebijakan
Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab 2005:68-69) mengemukakan pelaksana adalah keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
Pelaksanaan kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.
Implementasi Kebijakan
Menurut Tachjan (2006:25) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan administrative yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.
Kemiskinan 
Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah atau berbagai bentuk dan bermatra multidimensional atau dengan arti yang luas Smeru (dalam Suharto, 2005:132) menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri:
1. Ketidakmampuan memeneuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan ( karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber    alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
8. Ketidak mampuan dan ketidak beruntungan sosial (anak telantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).
Pemberdayaan Masyarakat
Kemudian menurut Suhendra (2006:2), Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (self -propelled development). Sedangkan menurut Adisasmita (2006:35) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien, baik dari: 

1. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, tekhnologi),
2. Dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan), 
3. Dari aspek keluaran dan output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi).

Di dalam pedoman umum PNPM Mandiri menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup kemandirian, dan kesehjateraan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan  yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan simulasi untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
PNPM Mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur
Sesuai dengan hasil laporan pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur maka berikut ini program yang telah dilaksanakan pada tahun 2013-2014 adalah kegiatan di bidang lingkungan, meliputi:

a. Pelaksanaan program semenisasi jalan beton

b. Pelaksanaan program pembangunan posyandu

c. Pelaksanaan program pembangunan dermaga

d. Pelaksanaan program pembangunan air bersih

Berdasarkan hasil pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur inilah yang akan nantinya menjadi fokus dalam penelitian ini untuk melihat sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan program serta manfaat yang dirasakan oleh warga masyarakat atas program-program tersebut.
Definisi Konsepsional
Definisi konsepsional merupakan tahapan dalam memberikan batasan dalam suatu istilah atau konsep yang diperlukan dalam penelitian ini pembatasan  pengertian tersebut akan mempermudah penulis dalam pemahaman dan juga untuk membatasi ruang lingkup penulisan. 

Pelaksanaan Program Nasional Pembedayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan wujud nyata dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui program-program dalam  bidang lingkungan. Yang berbasiskan pemberdayaan masyarakat  dan berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini maka definisi konsepsional dari penelitian ini adalah melihat hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur meliputi bidang lingkungan.
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian in adalah Penelitian Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskriptifkan suatu peristiwa/fenomena secara sistematis sesuai dengan apa adanya.
Fokus Penelitian
1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur di Bidang Lingkungan Meliputi :

a. Pelaksanaan semenisasi jalan beton
b. Pelaksanaan pembangunan posyandu
c. Pelaksanaan pembangunan dermaga
d. Pelaksanaan pembangunan air bersih
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur.
Sumber Data
Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan teknik Purposive Sampling dan Accidental Sampling. Adapun yang menjadi key-informan adalah Ketua Pelaksana PNPM Mandiri  dan yang menjadi informan adalah Kepala Desa sandaran dan sebagian masyarakat di Desa Sandaran.
Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

1. Library Research (Penelitian Keperpustakaan) yaitu penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan penulisan skripsi ini sebagai bahan penunjang untuk memudahkan penulisan skripsi.
2. Field Work Rearch (Penelitian Lapangan), yaitu peneliti langsung  ke lapangan yang menjadi objek dari penulisan skripsi ini, dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: 
a. Observasi, yaitu penulis secara langsung mengadakan penelitian ke objek penelitian.
b. Wawancara, yaitu cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab secara tatap muka antar peneliti dan informan dilakukan dengan tidak menggunakan struktur yang ketat dan formal sehingga informasi yang didapat mempunyai kedalaman yang cukup.

c. Penelitian dokumen, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sumber daya yang ada.
Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis data model interaktif. Dalam hal ini, Milles, Huberman, dan Saldana (2014:31) menyatakan dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:
1. Kondensasi Data, merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraskan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya.

2. Penyajian Data, yaitu sebuah peorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami sesuatu yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman tersebut. Penyajian data dirancang untuk menyatukan berbagai informasi yang terorganisir menjadi dapat diterima dalam pola lengkap sehingga analisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan juga menggambarkan kesimpulan yang merata atau beralih pada langkah berikutnya dari analisis dimana penyajian disarankan akan berguna.

3. Penarikan Kesimpulan, Kesimpulan mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan data di lapangan, pengkodeannya, penyimpanannya, dan metode ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan- tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif”. 
Keabsahan Data
Menurut Moleong (2014:320) bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar

2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat ditetapkan; dan

3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian ini maka dilakukan pengujian. Pengujian tersebut meliputi:

a. Perpanjang Keikutsertaan, berarti peneliti tinggal lebih lama di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

b. Keajengan Penelitian, berarti mencari secara konsisten interprestasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tenatif.

c. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

d. Pengecekan sejawat, yaitu mengekspos hasil penelitian sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.

e. Analisis Kasus Negatif, yaitu mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding.

f.  Pengecekan Anggota, yaitu proses pengumpulan data dalam pemeriksaan derajat kepercayaan.

g. Uraian rinci, yaitu melaporkan hasil penelitian sehingga uraiannya dilakukan seteliti ddan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan.
h. Auditing, yaitu konsep bisnis yang dimanfaatkan untuk memeriksa kebergantungan dan kepastian data.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Desa Sandaran sebagai satu kesatuan masyarakat Kecamatan Sandaran dengan luas wilayah 19.127 Km2 . Desa Sandaran memiliki 1 (satu) buah Dusun dengan 6 (enam)  Rukun Tetangga (RT) dimana wilayahnya berbatasan dengan wilayah desa lain, adapun batasan-batasan wilayah Desa Sandaran sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Berau/Tado’an
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Mangkaliat 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Manubar
Desa Sandaran yang terletak pada ketinggian 100 meter dari permukaan laut ini wilayahnya terdiri dari dataran rendah dengan luas 487,5 Ha/M2, dataran tinggi luas 1330 Ha/M2, bukit luas 119,6 Ha/M2, lereng/gunung luas 257 Ha/M2, tepi pantai/pesisir luas 63 Ha/M2, kawasan rawa luas 89 Ha/M2, aliran sungai luas 61,5 Ha/M2 dan bantaran sungai seluas 134 Ha/M2, yang suhu rata-rata 26,6-28,5 C, dengan kelembaban udara 26,0 C-28,5 C.
Pada tahun sebelumnya (2009) penduduk Desa Sandaran berjumlah 780 jiwa. Sedangkan pada tahun ini (2013) berjumlah 1059 jiwa, yang terdiri dari 539 laki-laki dan 520 perempuan. Jadi kalau di hitung berdasarkan jumlah kepala keluarga desa sandaran dihuni 348 Kepala Keluarga yang terdiri dari 302 Kepala keluarga laki-laki dan 46 Kepala Keluarga Perempuan.
Masyarakat Desa Sandaran terdiri dari berbagai macam suku diantaranya adalah Suku Kutai, Suku Dayak, Suku Bugis, Suku Jawa, Suku Banjar dan Suku Mandar. Dari segi keagamaan mayoritas penduduk Desa Sandaran beragama islam serta ada sebagian beragama Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, serta Kepercayaan Kepada Tuhan YME. 
Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur
Semenisasi Jalan Beton
Salah satu fasilitas dan saran penunjang yang utama dalam kehidupan masyarakat adalah adanya infrastuktur atau akses jalan yang memadai guna melancarkan segala tata kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu diperlukan pembenahan yang menyeluruh atas bidang infrastruktur ini demi kelancaran segala urusan kehidupan manusia. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai maka suatu daerah akan mengalami keterlambatan akan perkembangan pembangunan daerahnya.
Pembangunan Posyandu
Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Menurut Meilani, dkk (2009:142) Posyandu merupakan kegiatan nyata yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dari-oleh untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh kader.

Pembangunan Dermaga
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelabuhan diartikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat berkegiatan pemerintah dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan sebagai prasarana transportasi yang mendukung kelancaran sistem transportasi laut memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, pelabuhan berfungsi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian karena menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi hasil-hasil produksi sedangkan secara sosial, pelabuhan menjadi fasilitas publik dimana di dalamnya berlangsung interaksi antar pengguna (masyarakat) termasuk interaksi yang terjadi karena aktivitas perekonomian. Secara lebih luas, pelabuhan merupakan titik simpul pusat hubungan (central) dari suatu daerah pendukung (hinterland) dan penghubung dengan daerah di luarnya.
Pembangunan Air Bersih
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/menkes/sk/xi/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan industri terdapat pengertian mengenai Air Bersih yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak.Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat.
Sampai saat ini, penyediaan air bersih untuk masyarakat masih dihadapkan pada beberpa permasalahan yang cukup kompleks dan sampai saat ini belum dapat diatasi sepenuhnya. Salah satu masalah yang masih dihadapi sampai saat ini yakni masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat.
Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur

Faktor Pendukung
a. Peran serta aktif aktif masyarakat dan antusias dalam membantu pelaksanaan setiap program PNPM Mandiri di Desa Sandaran.
b. Dukungan aparat pemerintah dalam hal ini pihak Desa Sandaran lewat koordinasi dan arahan yang selalu diberikan dalam pelaksanaan program dilapangan.
Faktor Penghambat
Adapun yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri di Desa Sandaran antara lain adalah : keterlambatan dana  dari pusat hal ini bisa terlihat karena setiap program yang dilaksanakan akan memakan waktu yg lama kalau menunggu dana yang cair dari pusat sehingga dalam pelaksanaan program dana yang digunakan didahului dengan dana ketua pelaksana PNPM Mandiri  dan swadaya masyarakat.
PENUTUP

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sandaran Kecamatana Sandaran Kabupaten Kutai Timur telah terlaksana dengan baik dalam bidang lingkungan yaitu pembangunan semenisasi jalan beton, pembangunan dermaga, pembangunan posyandu, dan pembangunan air bersih adapun pelaksanaannya yaitu :
1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sandaran Kecamatana Sandaran Kabupaten Kutai Timur di bidang lingkungan meliputi :
a. Pelaksanaan program semenisasi jalan beton Bahwa program semenisasi jalan  tersebut telah terlaksana dengan baik di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran dengan sumber dana berasal dari PNPM Mandiri sebesar RP. 30.000.000,-. Dan dalam pelaksanaannya di koordinir langsung oleh kepala desa dan masyarakat ikut serta terlibat.
b. Pembangunan posyandu yang telah terlaksana dengan baik dan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat khususnya yang mempunyai balita. Dan kegiatan pembangunan posyandu ini didukung sepenuhnya oleh warga yang ikut serta dalam pembangunan sekitar 75% dari jumlah warga desa sandaran, adapun lokasi pembangunan di RT 01 Sandaran Bagu.

c. Pembangunan dermaga juga telah terlaksana dengan baik atas dukungan dan partisipasi masyarakat sehingga pembangunan dermaga ini sudah dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat setempat khususnya bagi yang memiliki kendaraan laut. Dengan  sumber pendanaan dari PNPM Mandiri sebesar Rp.125.000.000,- dan swadaya masyarakat sebesar Rp.1.550.000,-

d. Pembangunan  air bersih program ini juga telah dilaksanakan dengan baik di wilayah rt 01 dan rt 02 dan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. dalam pelaksanaannya masyarakat juga ikut serta terlibat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan air bersih ini tidak makan waktu lama masyarakat setempat sudah bisa merasakan manfaatnya yaitu muda untuk mendapatkan air bersih.

2. Faktor pendukung dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur antara lain adalah peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan program serta dukungan aparat pemerintah desa sandaran. Sedang faktor penghambat utamanya keterlambatan dan kurangnya anggaran dana yang diberikan dari pusat.
Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dirumuskan kembali mekanisme pelaksanaan PNPM Mandiri yang berbasiskan pemberdayaan dengan melibatkan lebih besar peran dan serta masyarakat, mulai dari tahap perncanaan, pelaksanaan hingga pemantauan evaluasi.
2. Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi pemerintah dengan mengadakan rapat ke masyarakat dan membahas mengenai PNPM Mandiri  sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa setiap ada program hanya untuk menguntungkan pemerintah.
3. Perlu disiapkan data kependudukan yang akurat dan up to date oleh pihak desa tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat agar dapat menjadi data input bagi pemerintahan pusat dalam menetapkan anggaran.
4. Hasil laporan dari Pelaksanaan PNPM Mandiri dalam tiap tahun perlu dilampirkan hingga ke pemerintah pusat agar dapat diketahui secara jelas peningkatan kebutuhan warga masyarakat,sehingga estimasi anggaran dana yang harus dikeluarkan untuk tahun berikutnya dapat ditingkatkan pula.
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